
BUPATITULUNGAGUNG 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITULUNGAGUNG, 

a. bahwa dalam rangka menin gkatkan pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan 

optimalisasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tulungagung ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

4 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5371); 

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 193); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 874); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 

Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601); 

17. Peraturan Daerah Ka bu paten Tulungagung Nomor 3 Tahun 

2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG. 

PasalI 

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2016 Nomor 21) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 
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BAB V 

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 7 

Tarif pelayanan Pasien JKN di Puskesmas adalah sebagai 

berikut 
a. Rawat Jalan: 

1. Untuk biaya pelayanan rawat jalan Pasien JKN berupa 
bayaran Kapitasi per orang / per bulan berkisar Rp. 
3000,- - Rp. 6.000,- disesuaikan jumlah ten~ga medis 
yang dimiliki oleh Puskesmas. 

2 . Pengaturan pelaksanaan rawat jalan ini diatur tersendiri 

melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan BPJS 

Kesehatan. 
b. Rawat Inap: 

1. Untuk biaya pelayanan rawat inap Pasien JKN berupa 
bayaran klaim pelayanan dengan besaran Rp. 180.000,­

per orang/per hari. 
2. Pengaturan pefaksanaan -Rawat inap in:i diatur tersendiri 

melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan BPJS 

Kesehatan. 
c. Persalinan: 

1. Untuk -btaya "Vetayanan -persalinan Pasien JXN -berupa 

bayaran klaim pelayanan dengan besaran: 
a) Persalinan Normal oleh Bidan Rp. 700.000,-
b) Persalinan Normal oleh Dokter Rp. 800.000,-
c) Persalinan de:qgan tindakan emergenc;y dasar di 

Puskesmas PONED Rp. 950.000,-

d) Tindakan Paska Persalinan Rp. 175.000,-

e) Prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 
Rp. 125.000,-

f) Penanganan komplikasi KB paska persalinan Rp. 
125.000,-

2. Pengaturan pelaksanaan persalinan diatur tersendiri 

melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan BPJS 
-Kesehatan. 

d. Rujukan: 
1. Untuk biaya pelayanan rujukan disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 

Ta:hurr 20'12 -teni:m'Ig -Retri-busi Petayanarr Ke·seha-tan· pada 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tulungagung. 

2. Pengaturan pelaksanaan rujukan diatur tersendiri 
melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan BPJS 

Kesehatan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

gkan di Tulungagung 
1 16 Januari 2017 

A I DAERAH, 

Ir. INDRA FAUZ, M 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal 16 Januari 2017 

BUPAT TULUNGAGUNG, t1 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2017 Nomor 8 


